
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal , 10

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
i
[Kabupaten Bombana, perlu membentuk Peraturan

Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Staf Ahli Bupati;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;.

2. Undang-Undang Nomor 29' Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten

Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Kabupaten

Bombana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

. 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4339);
I

3. i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

I Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang­

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negar{

BUPATIBOMBANA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMARAESA
I .
I

i
KEDUDUKAN,TUGASDANFUNGSISERTATATAKERJA

STAFAHLIBUPATI

TENTANG

PERATURANBUPATIBOMBANA

NOMOR 50 TAHUN2022

BUPATI BOMBAriA

Mengingat

Menimbang



y

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 ·Nomor244, Tambahan Lembaran

I Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa terakhir diubah Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
I

I diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

I Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan. ,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor :68,

Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor!
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6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang

Penilaian KineIja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6340); .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);

10~Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah

I

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

421); ,

IIIPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun

2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan

Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);

12l Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019

tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja

Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,

I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
I 970);

131.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun

12016 tentang Pembentllkan dan Susunan Perangkat

II Daerah Kabupaten Bombana;
14. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang

Organisasi dan Tata Ketja Sekretariat Daerah

KabupatenBombana.t
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KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya, dapat dibantu Staf Ahli dan

mempunyai t~gas memberikan telaahan mengenai masalah

Pemerintahan D~erah sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) star AhILadalah unsur star yang dijabat oleh Seorang Aparatur Sipil

Negara Ahli s~suai bidang tugasnya yang berada dibawah dan

bertanggungjaw~bIangsung kepada Bupatii

BAB II

I KETENTUANUMUM

I . Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
.. I

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.

2. Pemerintah DaJrah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
I

3. Bupati adalah Bupati Bombana.
I .

4. WakilBupati adalah WakilBupati Bombana.

5. Sekretariat Dae~ahadalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.

6. Sekretaris Daerb adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.

7. star Ahli Buplti, yang selanjutnya disebut star Ahli, adalah unsur

pembantu BuJati yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi

kepada Bupati kengenai isu-isu strategis sesuai dengan keahliannya:
I8. Perangkat Daerah adalah PerangkatDaerah Kabupaten Bombana.

9. Isu-isu strategi~ adalah kondisi atau hal yang hams diperhatikan atauI .
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah serta dampak
yang sangat ~ignifikan bagi Daerah dengan karakteristik· bersifat

penting, mend~sar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan

.:penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

I
I

BABI

P~RATURANBUPATITENTANGKEDUDUKAN,TUGASDAN
FUNGSISERTATATAKERJASTAFAHLIBUPATI.

MEMUTUSKAN:
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(1) Staf Ahli di Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik menyelenggarakan
fung~: I . ·
a. pemberian telaahan mengenai Hukum, Pemerintahan dan Politik; .

b. pengkoordinJsian penyampaian teIaah Pemerintahan sebagai bahi

pertimban~ dalam pengambilanKeputusanjKebijakan Pimpinant

PasalS

mempunyai tugas :

a. Staf Ahli bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik memberikan telaahan

mengenai hukum, pemerintahan dan politik;

b. Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan memberikan

telaahan mengenai ekonomi, keuangan dan pembangunan;
I

c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia memberikan

telaahan mengenrh kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) setiap bidang

Pasal4

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

BAB III

TUGASDANFUNGSI

I

b . Ise agaimanaStaf .Ahli

Pasal3

(1) Staf Ahli beradj dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah, ' .

I
(2) Staf Ahli beIjum~ah paling banyak 3 (tiga)orang.

(3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membidangi:

a.' Staf Ahli bidkg Hukum, Pemerintahan dan Politik;

b. Staf Ahli bidkg Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan

c. Staf Ahli bidkg Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
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(3) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi
dan koordinasi.

(4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif
dikoordinasikanl oleh Sekretaris Daerah.
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c. pengumpulan dan menganalisa data dibidang Hukum, Pemerintahan
I •

dan Politik dalam rangka pemberian pertimbangan kepada pimpinan;

d. pemberian saranjmasukan kepada pimpinan dibidang .Hukum,

Pemerintahan dan Politik baik secara lisan maupun tertulis agar tidak
terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; .

e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan Bidang Hukum,
PemerintahJn dan Politik; dan

f. pelaksanaJ fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan
maupun te~ulis terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2) Staf Ahli di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

menyelenggarakan fungsi :

a. pemberian telaahan mengenai Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan;

b. pengkoordinksian penyampaian telaah Ekonomi, Keuangan dan

pembangunJn' sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan
I

KeputusanjKebijakan Pimpinan;
I . b konomi dc. penyempurnjan sasaran program pem angunan, e onorm an

keuangan .tahun sebelumnya berdasarkan data dan laporan, agar

kesinambunkan program berjalan dengan lancar;

d. pemberian skanjmasukan kepada pimpinan dibidang pembangunan,

ekonomi dan keuangan baik secara lisan maupun tertulis agar tidak

terjadi tumping tindih dalam pelaksanaan tugas; .

e. Pelaksanaan Monitoringdan Evaluasi sesuai dengan Bidang Ekonomi,

Keuangan dan Pembangunan; dan
. f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan

maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsinya.I '
(3) Staf Ahli di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

I :menyelenggarakan fungsi :
a. pemberian tllaahan mengenai bidang Kemasyarakatan dan Sumber

I
Daya Manusia;

b. pengkoordinl.sian penyampaian telaah Kemasyarakatan dan Sumber

Daya Manubia sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan
I

Keputusan/Kebijakan Pimpinan;
I ic. pengumpulan :dan mengolah data serta menyiapkan saran dan

pertimbangah dalam rangka peningkatan kesejahteraan.rat.
peningkatan sumber dayamanusia dan hubungan kerjasamy .·



(2)

Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf J, dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam

melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi Staf Ahli.

Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meJiputi: I

a. Perangkat Daerah mengikutsertakan Staf Ahli dalam perumusan

kebijakan Dkerah;
I

b. Perangkat Daerah dapat meminta pendapat Staf Ahli secara tertulis
maupun lis~n terkait perumusan kebijakan Daerah yang menjadi

tugas dan fJngsi; dan

c. Staf Ahli dJpa.t meminta data dan informasi dari PTr gkat Daerah
dalam menrhsun saran, pertimbangan dan masukan.

(1)

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan tugas Staf Ahli dilakukan melalui hubungan kerja, yang

meliputi :

a. konsultatif;

b. kolegial;
c. fungsional;

d. struktural; dan

e. koordinatif.
(2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan profesional.

Pasal6

Bagian Kesatu

BABIV

TATAKERJA

d. pemberian saran/rnasukan kepada pimpinan dibidang

kemasyarakatan dan sumber daya manusia baik secara lisan maupun

tertuJis agarl tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;

e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan Bidang

KemaSyarak~tandan Sumber Daya Manusia; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik lisan

maupun ter~ulis terkait dengan tugas dan fungsinya.
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(1) Hubungan kerja [struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
I

(1) huruf d, dilakukan untuk mengembangkan kepemimpinan secara
I ·berjenjang antara Staf Ahli dan Perangkat Daerah dalam susunan

Perangkat Daerah sesuai dengan tugasnya secara bertanggung jawab.
I

(2) Hubungan kerja 'struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap

memperhatikah. kerjasama yang terpadu, harmonis, selaras, dan

komprehensif.

(3) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:
a. pelaksanaan tugas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;

b. pelaksanaJ tugas yang berorientasi pada upaya pencapaian visi dan

misi DaerJ sesuai dengan bidang tugasnya; dan
c. Staf Ahli Jnelalui Sekretaris Daerah dapat mengundang KepalaI '

Perangkat Daerah untuk mendapatkan informasi sebagai bahan

analisis keb~akanDaerah.(_

I ,

Pasal10

(1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 .ayat
I

(1) huruf c, dilakukan untuk memberikan peran substansial secara
I

fungsional dalam melaksanakan tugas bersama dengan Perangkat

Daerah.

(2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan
I

kemandirian dalam melaksanakan tugas bersama dengan Perangkat

Daerah.

Pasal 9

(1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf b, dilakJkan untuk :

a. menumbuhJan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam

melaksanakb beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan

produktifita~ dan kinerja; danI .
b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol

• . . I k al dotoritarianisme stru tur yang cen erung terpusat.
I

(2) Hubungan kerja kolegial dilakukan dengan mengutamakan musyawarah
I

dan tanggung jawab bersama.
I .

Pasal8
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(1) Hubungan KeIja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah, Asisten, dan

Kepala peran~kat Daerah dilakukan dengan cara melakukan dukungan

kebijakan ddn: administratif, asistensi, supervisi, bimbingan dan
pelatihan, peJdampingan serta monitoring dan evaluasi.

(2) Hubungan keb~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghas..•.r
antara lain berupa telaahan staf, memo kebijakan serta bentuk lain.

Pasal12

Bagian Kedua

Hubungan Kerj Staf AhUdengan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala

Perangkat Daerah

(3)

(2)

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
I

(1) huruf e, dilakukan untuk pengembangan hubungan kerja secara

struktural dJ menumbuhkembangkan semangat kolegial yang sinergis

dan terpadu, dalam penanganan dan penyelesaian tugas Staf Ahli

dengan Perangkat Daerah.

Hubungan k~Ija koordinatif dilakukan untuk dapat menjamin

tercapainya prbgram dan kegiatan Staf AhUdengan Perangkat Daerah.

Hubungan kJIja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh Staf Ahli dan Perangkat Daerah secara koordinatif dalam

forum kOOrdinrSi yang berkaitan dengan :

a. penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah serta Peraturan

Bupati;

b. perumusan kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah terkait dengan

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi

penyelenggdraan Pemerintah;

c. penyusunJ ~encana strategis dan program kerja Pemerintah Daerah

melalui rap~t koordinasi;

d~pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga dan
. . I lal . k d' .orgamsasi me. UI rapat oor mast;

e. pembentukan gugus keIjajtim kerja yang melibatkan berbagai
I

instansi terkait; dan

f. keikutsertab dalam kegiatan penelitian pengembangan.
I
I

( 1)

Pasal11
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BABV

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

(1) Staf Ahli merupakan jabatan eselon lIb dau/atau Jabatan Tinggi

Pratama.
(2) Staf Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan

sesuai denganlketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat

serta diberhenkmn olehBupati. ,

Pasal14

Pelaporan

Bagian Ketiga

staf Ahli menyampaikan laporan tepat waktunya sesuai dengan bidang

tugasnya. I

c. menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan
I

oleh Staf Ahli sesuai kebutuhan.

(3) Tenaga Ahli S~bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disediakan
I .

secara selektif dari elemen masyarakat dan/atau akademisi sesuai

dengan keahlilnnya.

I

Pasal13
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(1) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah sebagaimana

dimaksud dalak Pasal12 ayat (1), berupa :
I

a. Sekretaris Daerah mengikutsertakan Staf Ahli dalam forum/gugus

kerja yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum dan

rencana strategis Daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan; dan
I

b. Sekretaris Daerah menyediakan dukungan ketatausahaan dan

fasilitasi keJutuhan Staf Ahli.
I(2) Dukungan ketatausahaan dan fasilitasi kebutuhan Staf Ahli
I

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufb, meliputi:
a. menyelenggl.akan administrasi umum dan keuangan;

b. mendukung pelaksanaan tugas Staf Ahli; dan



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, ~8 1u\l\.~ 2022

Diundangkan di RLbia,
pada tanggal, ~ 1\1"1;l~ 2022

5
.4
3
2
1

NO

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rhengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengah penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Bombana.

Pasal17

BAB VII

PENUTUP

BABVI

PEMBIAYAAN

I Pasal16

Pembiayaan Staf Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah pada SekrJtariat Daerah.
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